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informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
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3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;

4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;

5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada
periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2e462f38a7 &view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1793374440753009285&simpl=msg-f:1793374440753009285  1/2

125



3. Bukti Wawancara Dengan Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jawa Tengah |

Dokumentasi dengan Bapak R. Galuh Harnawa, Kepala Seksi Penyuluh Pajak,
Kanwil DJP Jateng |

126



Bukti Wawancara Dengan Pihak Kantor Pelayanan Pajak Semarang
Timur

Dokumentasi dengan Ibu Nurul Mustiyani, Fungsional Asisten Penyuluh Pajak,
KPP Semarang Timur

127



Dokumentasi dengan Bapak Heru Cahyono, Kepala Seksi Pengawasan IV, KPP

Semarang Timur.

128



tkan
Koy
e Tt 1

—

T

Dokumentasi dengan Kak Nindi Noventi Sudarto, Pelaksana Seksi Pemeriksaan,

Penilaian, dan Penagihan, KPP Semarang Timur.

129



